KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun
2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan
bahwa pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk
pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional Penata
Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

jdih.kpu.go.id/sulbar/pasangkayvu




Mengingat

: 1.

(JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);
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4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan
kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagai mana telah beberapa kali dirubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU.

: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keptusan ini.

: Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas :

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya
manusia untuk meningkatkan kapasitas;

d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata
Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan

e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NO NAMA JABATAN KEDUDU%‘:AN DAk
1 2 3 4
Ketua Pembina JDIH
1 | M. ALKAHFI R. LIDDA ketng sFUY KPU Kabupaten
Kabupaten Pasangkayu p
asangkayu
Pembina JDIH KPU
2 | HASNUR Kabu":é%fg"als{:f o Kabupaten
P grayul Pasangkayu
Pembina JDIH KPU
3 | NIA INDASARI KabuA:é‘f?als{aT ke Kabupaten
P o Pasangkayu
Pembina JDIH KPU
4 | NURLIANA Kabqugﬁ)?ag:f o Kabupaten
P i Pasangkayu
Pembina JDIH KPU
5 | SYAHRUDIN it Kabupaten
i EHRTR Pasangkayu
; Pembina JDIH KPU
6 | R. KURNYADI J Kabfe:::;agjsguka Kabupaten
P grayu Pasangkayu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 2 3 4
Kasubag Teknis
1 | Kiraman Penyelenggaraan Pemilu Pimpinan Redaksi
dan Hukum

a | Andi Masnims Kasubag Perencanaa‘.n Penanggl..mg Jawab
Data dan Informasi Jaringan
Kasubag Partisipasi

. Hubungan Masyarakat Penanggung Jawab
3 | Supriady Salam dan Sumber Daya Publikasi
Manusia

Kasubag Keuangan Penanggung Jawab

% || Hainlea Umum dan Logistik Administrasi

Ridzta Dian Sari

Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-Undangan

Sekretaris Redaksi

Salehati

Penata Kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama

Pelaksana Tata Kelola
Aplikasi dan Redaksi

Wilson S Lubuk

Penata Kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama

Desain Grafis dan Berita

Ni Putu Indra Puspita Dewi

Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Pelaksana Sarana dan
Prasarana

Rusliani

Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-Undangan

Redaksi Produk Hukum

10

Nurfadila

Penata Kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama

Administrator dan
Pelaksana Jaringan

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu ttd

M. ALKAHFI R. LIDDA
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